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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA 

ANTARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

DENGAN 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
N9m9r : 120 • 06 • 2015 
No~'or: i2o. ·t. 2ol5 
Tanggal 5 Agustus 2015 

Tentang 

PERSETl)JUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAI:i PROVINSI SUMATERA BARAT 
TERHADAP RANCANGAN PERAT\JRAN DAERAH 

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 
UNTVK DITETAPKAN MENJAOI PERATURAN DAERAH. 

Pada hari ini Rabu tanggal Lirna bvlan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, dalam 
R~pat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di 
ruang sldang utama Oewan Perwakilan Rakyat Daer~li Provinsi Sumatera Barat, kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

1. ~. Nama : Jr. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM 
Jabatan : KETl)A pPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 
Ala mat Kantor: Jl. Khatib. Sulalman No. 87 Padang 

b. Nama : Jr. H. ARKAOIUS Dt. I NT AN BANO, MM, MBA 
Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 
Ala mat Kantor: Jl. Khatib Sulalman No. 87 Padang 

c. Nama : OARMAWI, B.Sc 
Jabatan : WAKIL KETUA KETUA OPRO PROVINSI SUMATERA BARAT 
Alamat Kantor: Jl. Khatib Sulalman No. 87 Padang 

d. Nama : Ors. H. G\JSPARDI GAUS, M.Si 
Jabatan : WAKIL KETUA KETVA QPRD PROVINSI SUMATERA BARI\T 
Alamat Kantor: Jl. Khatib Sulalman No. 87 Padang 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera 6arat. · 

2. N?ma : IRWAN li'RAYITNO 
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT 
Ala mat Kantor : Jl. Jenderal Sudlrman No. 51 Padang 
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Surnatera Barat, 
berdasarkan : 

I 
1. Pasall8 ayac (6) lJndang-Vnl;iang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-l,lndang Nomor 61 Tahun 195!1 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 1.958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, 
tentang Pemindahan lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari 
Bllkittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan 
Lembaran Negara Nom or 3146); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Repubiik Indonesia 
(Lembaran Neg~ra Repi,Jblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4899); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahvn 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahvn 2014 tentang Aparatur Sipii Negara (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarar Negara 
Nom or 5494); 
• 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran 
Negara Repubilk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Repubilk Indonesia Nomor 5587, sebagaimana teiah cliubah dengan Undang­
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peratvran Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat dalam Penyelenggarailn Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3866); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan l)ewan Perwakilan Oaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Oaerah (Lembaran Negar~ Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 5104); 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentag Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Pub ilk (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

11. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Peiayanan; 

12. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

13. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penselolaan Pengaduan 
Pelayanan Pubilk Secara Nasion a!; 
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14. Peraturan Menteri Pendayag1,1naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nom or 30 Tahun 2014 tentang Pedoman lnovasi Pelayanan Publik; 

15. Peraturan Menteri Penqayagvnaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi 
Nomor 1 Taht,ln 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja' Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik; 

Dewan Perwakilan Rakyat Qaerah Provinsl Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui tingkat-tingkat 
pemblcaraan sebagalmana dlatur pada peraturan perundang-undangan. 

Hasll pembahasan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang 
Pen'lelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana terlampir, kami setujui untuk 
dltetapkan menjadl peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-1mdangan. 

Nota Persetujuan Bersama lnl dlbuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun 
sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini. . 

GVSERNl,JR q 
SUMATERA BARAT 

~.-3: 

Padang, 5 Agustus 2015 

DE~AN PERWAKILAN RAKYAT DArH 
PROVI Sl SUMA TERA SARA T , 

Ketua 

lr. H. HENORA IR' 

\wak' 

,MM 

lr. H. ARKADIUS 

US, M.Si 
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